
BUPATI TANA TORA"IA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORA"'A
NOMoR I9 TAHUN 2017

TENTANG

AI'I{ASI DANA KAPITASI DAN BESARAN TARIF PEI.AYANAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASIUTAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH KAE}UPATEN TANA TORA"IA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA"'A,

Menimbang a, bahwa rangka menjamin pelayanan kesehatan bagi
peserta Jaminan Keschatan Nasional yang

diselenggarakan oleh Badan Pcnyelenggaraan Jaminan
Sosial Kesehatan melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama serta dalam tertib administrasi penatausahaan

keuangan daerah maka Srerlu mekanisme penggunaan

dara kapitaei .lele"n p'enyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan Nasional;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Napitasi Jaminan Kesehat€n Nasiona.l

untuk jasa pelayanan k*chatan dal dukungan biaya

operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Milik Pemerintah, Kepala Daerah menetapkan Besaran

alokasi dala kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan

kesehatan dan untuk pembaya.ran dukungal biaya

operasional pelayanan kesehatan sctiap tahun;

c. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan dan b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Kapitasi dan
Besafan Tarif Petrayanan Jaminal Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Milik
Pemerintah Pemerintah Kabupaten Tara Torqia Tahun
Anggarar 2017;



Mengingat
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1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi
(l,embaran NeBara Rcpublik lndonesia Tahun l9S9 Nomor
74) Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Jaminan Sosial (l€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan lJmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tcntang

Kesehatan (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan l:mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

4. Undaag-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangar (I€mbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2O1l Nomor 82,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s234);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badart

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahur 2011 Nomor 116, Tambahan

l,cmbaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5256);

6. Undaag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent€ng

Pemerintghan Daerah (lcmbaran Negara Republik

Iodonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah bcberapa kali, terakhir denganUndang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah

Daerah (lcmbaran Negala Republik Indonesia Taltun

2015 Nomor 58. Tambahan kmbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 t€ntang Sistem

Kesehatan Nasional (l€mbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2012 Nomor 193);



8.

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29 sebagai telah diubah
dengan Peraturan presiden Nomor fll Tahun 2Ol3
tentang Jarninan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1g Nomor 2SS);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terltarrg pedomal
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013

tentang Pelaysnan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan

Nasional;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014

tentang Pedoman Pel,aksanaarl Program Jaminaa

Kesehatan Nasional;

12. Peraturan Menteri Kesehata.n Nomor 21 tahun 2016

tentang Penggunaar Dana Kapitasi Jarninan Xesehatan

Nasional unh.rk Jasa Pelayanan dan Dukungar Biaya

Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tngkat Pertama

Mitk Pemerintah Daerah;

13, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6

Tahun 201 1 tentang Retribusi Jasa Umum;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dar Susunan

Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN;

PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI DAN

BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORA"IA TAHUN ANGGARAN

2017.
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Peraturar persiden Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang
Jaminan Kesehatan (I€mbaran Negara Republik

9

Menetapkan
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Pasat I

Alokasi DaIra Kapitasi Jaminan Kesehatsn Nasional pada Fasilitas Kesehatar
Tingkat Pertama di Kabupaten Tana Torqla Tahun Anggaran 2Ol7 yait]u ZOo/o

(Tujuh puluh persen) dipergunakan untut< pembayaran jasa pelayanan
kesehatan, dan 30% (Tiga Puluh persen) dipergunakan untuk pembayaran biaya
operasional pelayanan keschatan.

Pasal 3

Pasal 2

Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal I
dipergunakan untuk:

a. B€lanja Obat-obatan;

b. Belanja Alat Keschatan;

c. Belanja Medis Habis Pakai (BMHP);

d. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung;

e. Pelayanan Ke8ehatan Luar Gedung;

f. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas lGliling;
g. Bahaa Cetak atau Alat T\rlis Kantor;

h. Admistrasi, koordinasi Program dan Sistcm Informasi;

i. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Msnusia Kesehetan;

j, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan

k. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang berkaitan langsung dengan
Pelayanan Kesehatan.

Jenis besaran tarif pciayanan Jaminan Keschatan Nasional pada fasilitas
pelayanan kesehatan dasar di Pusat Keschatan Masyarakat dan jaringannya
dalam Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut :

a. Paket Rawat Inap per hari didasarkan pada j,'rnlafr penilaian
indikator/skoring (< 65 : Rp.l2O.oOO,- , 66-80 : Rp.150.O0O,- ,81-90 I

Rp.175.0OO,-, 91-100 : Rp.200.O0O,-)

b. Pelayanan ANC 4 kali - Rp. 200.000,-

c. Persalinan normal 1 kali = Rp.600.000,-

d. Persalinan pervaginam dengal tindakan emergensi dasar di puskesmaa
PONED - Rp.750.O00,-

e. Pelayanan tindakan pasca persalinan di puskesmas PONED - Rp. 175.OOO,-

f. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan darr neonates =
Rp.125.000,-



g. Pemerikasaan pNC/Neonatus dilakserakan dengan 2 kali kunjungan ibunifas dan neonates pertama dan kedua (KFl-KNl dan KF*2-KN2), 1 (Satu)kali kunjungan neonates ketiga (KN3) serta 1 (satu) kali kurlungaa ibu nifasketiga (KF3) = Rp. 2S.OOO,_/tiap kunjungan,_
Pemasangan atau pencabutal IUD/ Implant = Rp, IOO-OOO,-
Pelayanan Suntik KB = Rp. IS.OOO,_

Penanganan Komplikasi KB pasca persalinan = Rp. 12S.OOO,- dan
Pelayanan Pemerikasaa:r Infeksi Vagina Asam Asetat (IVA) = Rp. 25.OOO,_
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Pasal 4

Pasal 5

h

i.

j.

k.

Besaral tarif pelayffran Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Kesehatanpada puskesmas dan jaringannya terdiri atas :

a. Paket rawat Inap Jasa Sarana Rp. SO.O0O,_ dan Jasa pelayanan Rp,25,OOO,-
serta Jasa Medik Rp.25.OOO,

b. Pemeriksaan ANC Kl, pNC (KFI_KNU dan pemerikasaan IvA disamakan
dengan tarilf kunjungan baru, K2-K4, KF2-KN2, KN3 dan KF3 dissmalandengan tarif kunjungan lama berdasarkan ketentuar pasat 19 huruf aPeraturan Daerah Kabupaten Tarra Toraja Nomor 6 Tahun 2O1l tentangRetribusi Jasa Umum.

c' Paket pelayanarr persalinan pervaginam normar sesuai pasat 19 huruf e.1Peraturar Daeralt Kabupaten Tana Torqia Nomor 6 Tatlun 2011 tentangRetribusi Jasa Umum terdiri dari jasa sarana Rp. 15O.OOO, dan .TasaPelayanan Rp. 2OO.OOO,- sedarrgkarr persalin"r, O"*.*irr"rr, d"ngan tindakanemergensi dasar di puskesmas di PONED i"s" ""r.r,, Rt, 20O.0()O,- danJasa pelayanan Rp.3OO.OOO,_

d. Pemasangan atau pencabutan IuD/Implant jasa sarnr).rllya Rp.2O.OOO,_ danJasa Pelayanan Rp.3O.OOO,- serta suntik KB jasa sarananva Rp.4.OOO,_ danJasa pelaya-nan Rp,3.5OO,- sesuai pasal 19 huruf , p".ut,rr.., a""."f,Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 20 1 1.

e. Pelayanan tinda-kan pasca persalinan di puskesmar PONED, pelayarran prarujukan pada komplikasi kebidanan dan neon,ral 
""r*"* O"rrror"rr".,komplikasi XB pasca persalinan menjadi hak pemtx.ri pelayanan masing-masing jasa sarananya Rp.SO.OOO,- dan jasa pelavar,.r,rnya Rp.50.OO0,-

(l) Jasa sarana sebagaioana rr;rnaLssd .laLrn lhsal a dietortaa ke l(aeDaeral sebagai pendapatan Daerah,
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mul,ai berlaku pa,ta tanggal diundangkan dan berlaku
surut sejak tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahka.n pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal , r JL.w 2ttJ

BUPATI TANA TORA^IA,

NICODEMUS BIRI KANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal a 1 .U.- ao'1

SEKRETARIS KABUPATEN TANA TORA.'A,

SEMUEL DE BURA

BERITA DAERAH KABU TANA TORA"'A TAHUN 2017 NOMOR I5

(2) Jasa Pelayanal scbagaimana dimaksud dalam pasal 4, a1o/o diterima oleh
Puskesmas dan lSolo untuk jasa Admini8trasi Dinas Kesehatan Kabupaten
Tana Toraja.

(3) selisih jasa sarana dan jasa petrayanan Jaminan Kesehatan Nasioaa.r
scbagaimana dimaksud dalam pasal 3 dcngal besaran tarif jaminan
peLayanaa kesehatan sebagairnana dirnaksud datram pasal 2 menjadi hak
pemberi pelayanan.


